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SALINAN                                 PENETAPAN 

Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Blcn 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan 

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara: 

Pemohon, tempat tanggal lahir, XXX, 08 Mei 1992, agama Islam, 

pekerjaan Perangkat Desa, berkediaman di 

Kab.Tanah Bumbu, selanjutnya disebut Pemohon, 

sebagai Pemohon; 

melawan 

Termohon, tempat tanggal lahir, Batulicin, 27 Agustsus 1995, agama 

Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, 

berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya 

disebut Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan memelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan; 

DUDUK PERKARA  

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 

Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada 

hari itu juga dengan register perkara Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Blcn pada 

tanggal 11 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2011, Pemohon dengan Termohon 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatan Nikah 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Tanah Bumbu 

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta  Nikah Nomor XXX tanggal 31 

Desember 2011 Pukul 08.30 WITA; 

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat 

kediaman di Orang Tua di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tanah 
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Bumbu selama 7 Tahun dan selanjutnya tinggal dirumah sendiri di Desa 

XXX Kecamatan XXX sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga 

pisah tempat tinggal ; 

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup 

rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia  seorang anak 

bernama : XXX umur 7 Tahun, sekarang ikut Termohon ; 

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun 

dan harmonis, namun sejak tanggal 23 bulan Oktober tahun 2020 keadaan 

rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan 

adanya perselisihan dan pertengkaran antar Pemohon dengan Termohon 

yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi; 

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena : 

Termohon Selalu dalam keadaan Emosi yang tinggi serta tidak terkontrol, 

Menjadi Pemohon sulit berpikir dan tidak ada motivasi dari Termohon dalam 

hal memahami dorongan pekerjaan.  

6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon 

dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 23 bulan Oktober tahun 

2020, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah 

rumah selama 2 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama 

adalah Termohon. 

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan 

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang  sekinah, mawaddah dan 

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; 

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan 

Pemohon dan Termohon; 

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar ketua 

Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan 

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya 

berbunyi:  
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Primair: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatukan talak satu 

Raj’i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama 

Batulicin; 

3. Membebankan biaya Perkara menuntut hukum;   

Subsidiair: 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang 

menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap 

ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya 

tanpa alasan yang sah meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 

43/Pdt.G/2021/PA.Blcn yang dibacakan di persidangan, Termohon telah 

dipanggil secara resmi dan patut; 

Bahwa, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah berusaha 

menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon; 

Bahwa atas upaya penasehatan tersebut, Pemohon mengajukan 

permohonan pencabutan perkaranya secara lisan dengan alasan bahwa 

Pemohon telah hidup rukun kembali dengan Termohon; 

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita 

acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian penetapan 

ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

  Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah  

sebagaimana telah tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon 

datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang 

menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau 

kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun berdasarkan Surat Panggilan 

(relaas) Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Blcn yang dibacakan di persidangan, 

Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut; 
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Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan 

permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya dengan alasan 

bahwa Pemohon telah hidup rukun kembali dengan Termohon sebelum 

perkaranya diperiksa dan Termohon belum mengajukan jawaban. Menimbang, 

bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 

Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Pemohon dapat mencabut 

perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Termohon, dan 

setelah ada jawaban dari Termohon maka pencabutan perkara hanya dapat 

dikabulkan apabila ada persetujuan dari Termohon.  

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bila 

dihubungkan dengan pemeriksaan perkara ini yang mana Pemohon 

mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya sebelum pemeriksaan 

perkara dan Termohon belum mengajukan jawaban atas perkara ini. 

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka telah cukup 

beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan 

Pemohon untuk mencabut perkaranya dengan nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Blcn; 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut 

perkaranya telah dikabulkan oleh majelis hakim maka pemeriksaan 

permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan telah selesai; 

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka 

sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 

ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-

undang No.50 tahun 2009,maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada 

Pemohon; 

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta 

hukum syara’ yang berkaitan dalam perkara  ini;  

MENETAPKAN 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya; 

2. Menyatakan perkara Nomor 43/Pdt.G/2021/PA Blcn dicabut;  

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp 1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu 

rupiah); 
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Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 

2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Hj. 

Mursidah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ishlah Farid, S.H.I. dan A.Syafiul 

Anam, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua 

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan H. 

Yahyadi, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya 

Termohon. 

  Ketua Majelis, 

  

  Hj. Mursidah, S.Ag. 

 Hakim Anggota, Hakim Anggota, 

  

 A. Syafiul Anam, Lc. Ishlah Farid, S.H.I. 

  Panitera, 

 

  H. Yahyadi, S.H. 

Perincian Biaya Perkara :  

1. Biaya Pendaftaran  Rp      30.000,00  

2. Biaya Proses           Rp      50.000,00 

5. Biaya Panggilan  Rp 1.410.000,00 

6. PNBP Panggilan pertama Rp      20.000,00 

7. PNBP Permohonan Pencabutan Perkara Rp.     10.000,00  

8. Biaya Redaksi  Rp      10.000,00 

9. Biaya Meterai  Rp      10.000,00  

Jumlah Rp 1.540.000,00 

                                (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) 
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